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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Implementasi berarti pelaksanaan atau penerapan. Implementasi merupakan 

salah satu unsur paling krusial dari proses kebijakan. Implementasi menjadi garis 

penghubung antara formulasi kebijakan dengan output kebijakan, sehingga suatu 

kebijakan yang dibuat tanpa adanya implementasi yang baik tidak akan memiliki 

dampak apapun bagi masyarakat. Implementasi akan menjadi penentu bagi 

keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan yang telah dirancang. Implementasi 

adalah suatu proses penerapan atau pelaksanaan kegiatan yang dijalankan oleh para 

aktor yang tujuan akhirnya untuk mencapai hasil (output) selaras dengan sasaran atau 

fokus tujuan dari penetapan kebijakan itu sendiri (Pramono, 2020). 

Implementasi berhubungan erat dengan realisasi dan penerapan kebijakan yang 

telah diformulasikan dengan baik oleh para analis kebijakan dengan menyesuaikan 

pada kebutuhan dan harapan masyarakat sehingga tidak terjadi penyelewengan dan 

penyalahgunaan kebijakan. Suatu implementasi kebijakan apakah telah berjalan sesuai 

dengan rencana dan harapan pembuat kebijakan, maka perlu dilakukan analisis lebih 

dalam mengenai unsur-unsur serta variabel apa saja yang dapat memengaruhi 

implementasi kebijakan. Diperlukan adanya suatu konsep pendekatan yang dapat 

digunakan untuk menelaah sebuah kebijakan. Dalam model implementasi kebijakan 

publik yang diteorikan oleh George C. Edward III dijelaskan bahwa terdapat 4 faktor 

kritis yang menjadi patokan keberhasilan atau kegagalan suatu implementasi 

kebijakan, yaitu : komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi (Edward 

III, 1980). 
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Penelitian terdahulu yang mengkaji implementasi kebijakan mengenai 

pengelolaan barang milik daerah, yaitu penelitian tentang sistem pengelolaan barang 

milik daerah terhadap pengamanan aset daerah pada badan pengelolaan keuangan dan 

aset daerah (BPKAD) Kabupaten Poso oleh Galib Lahada (2021), penelitian tentang 

analisis pengelolaan dan pemanfaatan barang milik daerah pada BPKAD Kabupaten 

Labuhanbatu oleh Mardan dan Nasution (2022), penelitian tentang Implementasi 

Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) pada Puskesmas Sugihmukti 

Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat oleh Pusparani et al. (2021), penelitian 

tentang Analisis Implementasi Permendagri No. 19 Tahun 2016 di Provinsi Sumatera 

Utara oleh Aritonang et al. (2023), dan penelitian tentang Implementasi Pengelolaan 

Inventaris Dan Penggunaan Barang Pada Kantor Biro Umum Dan Perlengkapan 

Provinsi Sulawesi Barat oleh Wirna et al., (2022). Berdasarkan beberapa penelitian 

yang telah disebutkan tersebut, peneliti tertarik untuk melihat sisi lain dari pengelolaan 

barang milik daerah, yaitu dari sisi pengamanan barang milik daerah berupa tanah.  

Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban 

APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah (Peraturan Menteri Dalam Negeri 

No.19 Tahun 2016). Aset tetap yang dikelola oleh BPKAD meliputi: 

1) Tanah 

2) Peralatan dan mesin 

3) Gedung dan bangunan 

4) Jalan, irigasi dan jaringan 

5) Aset tetap lainnya 

6) Konstruksi dalam pengerjaan 
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Aset dapat dikelompokan menjadi aset bergerak dan aset tidak bergerak. Aset 

bergerak adalah aset yang memiliki sifat fisik yang dapat dipindahkan atau dipindah 

dari satu tempat ke tempat lain tanpa merusak atau mengubah sifat dasar dari aset 

tersebut. Aset bergerak ini lebih sering digunakan dalam kegiatan operasional yang 

sifatnya lebih fleksibel dan dapat dengan mudah dipindahkan sesuai kebutuhan 

(Halim, 2014). Contoh Aset bergerak milik daerah, yaitu Peralatan dan mesin. Aset 

tidak bergerak adalah aset yang tidak dapat dipindah dari satu tempat ke tempat lain 

tanpa mengubah fungsinya atau merusak sifat dasar dari aset tersebut. Aset ini sering 

kali bersifat permanen dan digunakan dalam jangka panjang (Halim, 2014). Contoh 

Aset tidak bergerak milik daerah, yaitu tanah, gedung dan bangunan, serta infrastruktur 

(jalan, irigasi dan jaringan). 

Siklus pengelolaan barang milik daerah berdasarkan Permendagri No.19 Tahun 

2016 meliputi keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan 

penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan 

pemindahtanganan, pemeliharaan, pemusnahan, penilaian, penghapusan, 

penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Pengamanan barang 

milik daerah menjadi upaya yang dijalankan oleh Pemda untuk menjamin keamanan 

BMD. Menurut Mardiasmo (dalam Suwanda & Rusfiana, 2022) bahwa pengamanan 

barang milik daerah merupakan salah satu target strategis yang wajib diwujudkan oleh 

daerah dalam menjalankan kebijakan pengelolaan barang milik daerah. Tanah adalah 

jenis dari barang milik daerah penting untuk dijaga dan diamankan agar nilai, kuantitas 

dan kualitas aset tanah tetap aman dan tidak terjadi masalah dalam proses 

pemanfaatannya. Tanah merupakan aset paling berpotensi besar untuk menyokong 

kenaikan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Palembang. 
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Implementasi kebijakan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan 

dalam pengamanan tanah adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 299 ayat (1) sampai ayat (4) Tentang Pedoman 

Pengelolaan Barang Milik Daerah. Berdasarkan Pasal 229 diketahui bahwa tata cara 

pengamanan tanah, yaitu: 

(1) Pengamanan fisik tanah dilakukan dengan antara lain:  

a. memasang tanda letak tanah dengan membangun pagar batas;  

b. memasang tanda kepemilikan tanah; dan  

c. melakukan penjagaan.  

(2) Pengamanan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan 

mempertimbangkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dan kondisi/letak 

tanah yang bersangkutan. 

(3) Pengamanan administrasi tanah dilakukan dengan:  

a. menghimpun, mencatat, menyimpan, dan menatausahakan dokumen bukti 

kepemilikan tanah secara tertib dan aman.  

b. melakukan langkah-langkah sebagai berikut:  

1. melengkapi bukti kepemilikan dan/atau menyimpan sertifikat tanah;  

2. membuat kartu identitas barang;  

3. melaksanakan inventarisasi/sensus barang milik daerah sekali dalam 5 

(lima) tahun serta melaporkan hasilnya; dan  

4. catat dalam Daftar Barang Pengelola/ Pengguna Barang/Kuasa Pengguna.  

(4) Pengamanan hukum dilakukan terhadap:  

a. tanah yang belum memiliki sertifikat; dan  

b. tanah yang sudah memiliki sertifikat namun belum atas nama pemerintah. 
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Pengamanan barang milik daerah yang dilakukan secara efektif akan 

menciptakan dukungan bagi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan 

pelayanan publik. Kegiatan pengamanan barang milik daerah dilakukan agar tercipta 

ketertiban pada proses pengelolaan barang milik daerah. Pengamanan tanah harus 

diimplementasikan dengan efektif dan optimal agar tidak terjadi masalah-masalah 

dalam hal kualitas, kuantitas, nilai dan hak milik, sehingga tanah berkategori aman. 

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palembang 

menjadi salah satu lembaga pemerintahan yang mengimplementasikan pengamanan 

barang milik daerah berupa tanah. Dalam implementasi pengamanan tanah, BPKAD 

Kota Palembang memiliki SOP yang terdapat dalam Keputusan Walikota Palembang 

No.333/ KPTS/ BPKAD/ 2022 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan 

Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang sebagai berikut: 

Gambar 1. 1 Standar Operasional Prosedur Pengamanan Tanah 

 
Sumber : Keputusan Walikota Palembang No.333/ KPTS/ BPKAD/ 2022 

Pada realisasi di lapangan BPKAD Kota Palembang telah mengimplementasikan 

3 tahapan dalam proses pengamanan tanah dengan berlandaskan Permendagri Nomor 

19 Tahun 2016 dan SOP yang ada, yaitu pengamanan fisik, pengamanan administrasi 

dan pengamanan hukum.  
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Tabel 1. 1 Data Keseluruhan Aset Tanah Milik Pemkot Palembang 

Keseluruhan Aset Tanah 

Aset Tanah Jalan 5.367 88% 

Aset Tanah Kantor 765 22% 

Jumlah Aset Tanah 6.132 100% 

Sumber : Diolah oleh Penulis Berdasarkan Data Bagian Pengelolaan Aset di BPKAD 

Kota Palembang Tahun 2024 

 Tabel 1.1 merupakan data keseluruhan aset tanah milik Pemerintah Kota 

Palembang yang termasuk dalam daftar BMD yang dikelola oleh BPKAD Kota 

Palembang. Terlihat bahwa Pemkot Palembang memiliki aset tanah jalan sebanyak 

5.367 bidang tanah dan aset tanah kantor sebanyak 765 bidang tanah dengan jumlah 

keseluruhan aset tanah adalah 6.132 bidang tanah.  

Gambar 1. 2 Pengamanan Fisik Tanah Milik Pemerintah Kota Palembang 

      
Sumber : BPKAD Kota Palembang 

Gambar 1.1 merupakan bukti pengamanan fisik yang dilakukan oleh BPKAD 

Kota Palembang. Pengamanan fisik yang dilakukan berupa pemasangan plang Pemkot 

Palembang dan pemasangan papan nama barang milik daerah yang menjadi tanda 

kepemilikan tanah oleh Pemerintah Kota Palembang. 
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Tabel 1. 2 Data Pengamanan Administrasi Tanah Milik Pemerintah Kota 

Palembang s/d 31 Desember tahun 2023 

Pengamanan Administrasi Tanah  
Sudah “Aman” 

(Jumlah bidang) 

Belum “Tidak Aman” 

(Jumlah bidang) 

Melengkapi bukti kepemilikan  1.230 4.902 

Membuat kartu inventaris barang 6.132 0 

Sensus sekali 5 tahun (Sensus tanah 

kantor dilaksanakan oleh BPKAD 

Kota Palembang, sedangkan sensus 

tanah bawah jalan dilaksanakan oleh 

dinas PU dan Perkim bekerjasama 

dengan pihak swasta) 

6.132  0 

Melakukan pencatatan dalam daftar 

barang pengelola/pengguna/kuasa 

pengguna 

6.132 0  

 Sumber : Diolah oleh Penulis Berdasarkan Data Bagian Pengelolaan Aset di BPKAD 

Kota Palembang Tahun 2024 

Data pada tabel 1.2 menunjukkan bukti pengamanan administrasi yang 

dilaksanakan oleh BPKAD Kota Palembang. Dari data terlihat bahwa tanah milik 

Pemkot Palembang telah dicatat dalam daftar barang dalam E-BMD, telah dilakukan 

sensus sekali dalam 5 tahun dan telah dibuatkan kartu inventaris barang, sedangkan 

untuk bukti kepemilikan sedang dalam proses melengkapi berkas. Berdasarkan 

wawancara dengan ketua tim pengamanan aset, proses melengkapi berkas bukti 

kepemilikan terhambat karena lambatnya respon dari pihak OPD terkait pengumpulan 

berkas-berkas yang dibutuhkan untuk pengamanan administrasi tanah. Permasalahan 

koordinasi dengan pihak OPD tersebut menyebabkan proses pengumpulan dan 

pengolahan data menjadi tidak terorganisir dengan baik dan terhambat, sehingga 

kinerja BPKAD menjadi tidak efisien. Hal ini diperburuk dengan sistem website 

sebagai sarana untuk mengelola data sering mengalami kendala server dan eror.  
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Tabel 1. 3 Data Pengamanan Hukum Tanah Milik Pemerintah Kota Palembang 

Tahun 2024 

Pengamanan Hukum 

Tanah 

Jumlah 

Bidang 
Luas (M2) Kategori 

Memiliki Sertifikat 508 2.064.198,82 M2 Aman (A) 

Belum Memiliki Sertifikat 5.624 13.039.673,91 M2 Tidak Aman (T) 

Sumber : Diolah oleh Penulis Berdasarkan Data Bagian Pengelolaan Aset di BPKAD 

Kota Palembang Tahun 2024 

Pada tabel 1.3 terlihat bahwa dari total 6.132 bidang tanah yang dimiliki Pemkot 

Palembang terdapat 5.624 bidang tanah yang belum bersertifikat dan hanya 508 bidang 

tanah yang telah bersertifikat. Berdasarkan hal tersebut, disimpulkan bahwa terdapat 

92 persen tanah milik Pemkot Palembang yang dikelola oleh BPKAD Kota Palembang 

belum berada dalam kategori aman karena belum memiliki bukti kepemilikan berupa 

sertifikat tanah resmi dari badan hukum. Berdasarkan wawancara dengan ketua tim 

pengamanan diketahui bahwa permasalahan terkait dengan proses sertifikasi tanah ini 

disebabkan karena koordinasi yang lambat dan kurang baik dengan pihak Badan 

Pertanahan Nasional (BPN). Hal ini menyebabkan proses sertifikasi tanah terhambat 

selama bertahun-tahun. Kondisi tersebut masih terus berlanjut hingga sekarang dan 

masih dalam tahap proses penyelesaian. 

Tabel 1. 4 Data Persil Tanah Milik OPD yang belum bersertifikat 

NO. OPD Jumlah Persil  

1 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2 

2 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 25 

3 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 1 

4 Dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang 1 

5 Dinas Komunikasi & Informatika 1 

6 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana 4 

7 

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan 

Pemberdayaan Masyarakat 1 

8 Dinas Sosial Kota Palembang 1 

9 Dinas Kepemudaan dan Olahraga 3 

10 Dinas Kesehatan 3 

11 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah 2 
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NO. OPD Jumlah Persil  

12 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan 3 

13 Dinas Pariwisata 3 

14 Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang 1128 

15 Dinas Pendidikan 5 

16 Dinas Perdagangan 4 

17 Dinas Perhubungan Kota Palembang 5 

18 Dinas Perikanan 2 

19 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 5 

20 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 3953 

21 Kecamatan  Bukit Kecil 6 

22 Kecamatan Alang Alang Lebar 7 

23 Kecamatan Gandus 5 

24 Kecamatan Ilir Barat I 9 

25 Kecamatan Ilir Barat II 4 

26 Kecamatan Ilir Timur I 9 

27 Kecamatan Ilir Timur II 8 

28 Kecamatan Ilir Timur III 3 

29 Kecamatan Jakabaring 5 

30 Kecamatan Kalidoni 5 

31 Kecamatan Kemuning 5 

32 Kecamatan Kertapati 7 

33 Kecamatan Plaju 2 

34 Kecamatan Sako 3 

35 Kecamatan Seberang Ulu II 6 

36 Kecamatan Seberang Ulu I 5 

37 Kecamatan Sematang Borang 4 

38 Kecamatan Sukarami 9 

39 Pkm. 1 Ulu 2 

40 Pkm. 23 Ilir 2 

41 Pkm. 4 Ulu 2 

42 Pkm. 5 Ilir 2 

43 Pkm. 7 Ulu 1 

44 Pkm. Alang - Alang Lebar 1 

45 Pkm. Ariodilah 1 

46 Pkm. Basuki Rahmat 3 

47 Pkm. Boom Baru 1 

48 Pkm. Dempo 2 

49 Pkm. Gandus 5 

50 Pkm. Kalidoni 4 

51 Pkm. Kampus 3 

52 Pkm. Karya Jaya 3 

53 Pkm. Kenten 1 

54 Pkm. Keramasan 1 
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NO. OPD Jumlah Persil  

55 Pkm. Kertapati 3 

56 Pkm. Makrayu 3 

57 Pkm. Merdeka 3 

58 Pkm. Multiwahana 2 

59 Pkm. OPI 3 

60 Pkm. Padang Selasa 2 

61 Pkm. Pakjo 3 

62 Pkm. Pembina 1 

63 Pkm. Plaju 4 

64 Pkm. Punti Kayu 2 

65 Pkm. Sabokingking 3 

66 Pkm. Sako 1 

67 Pkm. Sei Baung 2 

68 Pkm. Sei Selincah 3 

69 Pkm. Sekip 4 

70 Pkm. Sematang Borang 3 

71 Pkm. Sosial 3 

72 Pkm. Sukarami 3 

73 Pkm. Talang Betutu 4 

74 Pkm. Taman Bacaan 1 

75 Rumah Sakit Umum Daerah 1 

76 Sekretariat Daerah 10 

77 Upt Dinas Pendidikan Kecamatan Alang Alang Lebar 11 

78 Upt Dinas Pendidikan Kecamatan Bukit Kecil 7 

79 Upt Dinas Pendidikan Kecamatan Gandus 12 

80 Upt Dinas Pendidikan Kecamatan Ilir Barat I 30 

81 Upt Dinas Pendidikan Kecamatan Ilir Barat II 12 

82 Upt Dinas Pendidikan Kecamatan Ilir Timur I 9 

83 Upt Dinas Pendidikan Kecamatan Ilir Timur II 22 

84 Upt Dinas Pendidikan Kecamatan Kalidoni 32 

85 Upt Dinas Pendidikan Kecamatan Kemuning 15 

86 Upt Dinas Pendidikan Kecamatan Kertapati 25 

87 Upt Dinas Pendidikan Kecamatan Plaju 17 

88 Upt Dinas Pendidikan Kecamatan Sako 13 

89 Upt Dinas Pendidikan Kecamatan Seberang Ulu II 14 

90 Upt Dinas Pendidikan Kecamatan Seberang Ulu I 24 

91 Upt Dinas Pendidikan Kecamatan Sematang Borang 4 

92 Upt Dinas Pendidikan Kecamatan Sukarami 23 

Sumber : Diolah oleh Penulis Berdasarkan Data Bagian Pengelolaan Aset di BPKAD 

Kota Palembang Tahun 2024 
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Data di atas merupakan jumlah persil tanah milik instansi pemerintah Kota 

Palembang yang belum bersertifikat. Ditunjukkan bahwa terdapat sekitar 92 instansi 

terdata yang memiliki tanah-tanah belum bersertifikat. 

Tabel 1. 5 Jumlah Pegawai Bidang Pengamanan Aset Daerah 

No. Jumlah Pegawai Bidang Pengamanan Aset Daerah 

1. Ketua Tim Pengamanan Aset 1 

2. Anggota Tim Pengamanan Aset 3 

Jumlah 4 

Sumber : Berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti 

Tabel 1.4 menunjukkan jumlah pegawai pada bidang pengamanan aset daerah. 

Terlihat bahwa hanya terdapat 1 ketua dan 3 anggota tim pengamanan aset yang 

melaksanakan kebijakan pengamanan tanah milik daerah. Jumlah tersebut tidak 

sejalan dengan banyaknya tupoksi yang harus diemban. Hal tersebut menyebabkan 

proses pengamanan tanah menjadi kurang optimal dikarenakan kurangnya pegawai. 

Pernyataan tersebut juga didukung dengan hasil wawancara dengan ketua tim 

pengamanan aset yang menyatakan bahwa mereka kekurangan anggota, idealnya 

jumlah anggota tim pengamanan adalah 6 orang.  

Dengan adanya permasalahan-permasalahan tersebut, peneliti merasa perlu 

untuk meneliti dan melakukan kajian lebih dalam, sehingga dapat diketahui lebih jelas 

bagaimana implementasi pengamanan tanah yang dilakukan oleh BPKAD Kota 

Palembang. Peneliti ingin melakukan penelitian terkait “Implementasi Pengamanan 

Tanah Milik Daerah oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota 

Palembang”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan deskripsi latar belakang di atas, maka dapat dibuat rumusan 

masalah dari penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Pengamanan Tanah Milik 

Daerah oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, maka penelitian ini memiliki tujuan tersendiri, 

yaitu untuk mengetahui dan memahami bagaimana Implementasi Pengamanan Tanah 

Milik Daerah oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Praktis 

Secara praktis hasil dari penelitian ini dapat memberikan masukan dan saran 

pemikiran terhadap instansi pemerintah, terutama Badan Pengelolaan Keuangan dan 

Aset Daerah Kota Palembang. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat 

bagi kemajuan dan pengembangan instansi pemerintahan di masa mendatang demi 

meningkatkan kualitas implementasi pengamanan barang milik daerah, terutama 

terkait tanah milik daerah.  

 

1.4.2 Manfaat Teoritis 

Secara teoritis hasil dari penelitian ini semoga dapat memberikan manfaat 

sebagai materi kajian untuk mengembangkan ilmu-ilmu sosial terutama Ilmu 

Administrasi Publik. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat berguna sebagai bahan 

materi untuk penelitian selanjutnya.
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